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ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan
perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015
tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi
Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015,
dalam rangka lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dengan kriteria
tertentu untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan,
perlu melakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan
Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.03/2015.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 191/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah dengan
Permenkeu RI No. 233/PMK.03/2015.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal
6B, yaitu tentang Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu dapat melunasi
Pajak Penghasilan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6A ayat (2), atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali di
atas nilai sisa buku fiskal semulal dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif
pajak pada waktu pengajuan permohonan penilaian kembali sesuai ketentuan
dalam Pasal 1 ayat (2).

Dalam hal Wajib Pajak membayar dan/ atau melunasi Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal 31 Desember 2016, Wajib
Pajak dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesual dengan
ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketentuan umum dan tata
cara perpajakari yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1).

CATATAN .- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2016 dan
diundangkan pada tanggal 23 Februari 2016.
Lampiran : 5 Halaman



